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ABSTRAK

Judul Tesis : Peran Pemerintah Dalam Pembagian Warisan
Di Kabupaten Bener Meriah (Tinjauan Terhadap
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022

Nama/NIM/  : Paramita/ 221010019

Pembimbing I : Dr=Khairani, M.Ag

Pembimbing Il 42 Dr. lur, Chairul Fahmi, M.A

Kata Kunci : Pemerintah, \Warisan, Perbup Nomor 58 Tahun
2022

Pembagian warisan merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan
masyarakat yang sering kali menimbulkan konflik apabila tidak
dilakukan secara adil dan tepat waktu. Di Kabupaten Bener Meriah,
permasalahan penundaan pembagian warisan sering terjadi, yang dapat
mengakibatkan perselisihan keluarga dan bahkan memutuskan hubungan
silaturahmi. . Rumusan = masalah "dalam penelitian ini mencakup
bagaimana sistem pembagianwarisan diterapkan oleh masyarakat, upaya
yang dilakukan. pemerintah dalam menyelesaikan konflik terkait
pembagian warisan, dan seberapa efektif Perbub tersebut diterapkan
dalam praktik. Penelitian. menggunakan-pendekatan yuridis empiris
dengan metode deskriptif, kualitatif. Data dikumpulkan  melalui
wawancara dengan aparatur; desa, seperti Reje, Imam Kampung, dan
Tuha Peut, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
masyarakat Bener Meriah-menggabungkan hukum Islam dan hukum adat
dalam pembagian warisan. Namun, sering.terjadi penundaan pembagian
warisan karena faktor keluarga, aset yang sulit dibagi, dan kewajiban
pewaris yang belum diselesaikan, seperti utang. Pemerintah melalui
Perbub Nomor 58 Tahun 2022 berupaya menyelesaikan konflik
pembagian warisan secara non-litigasi dengan melibatkan aparatur desa
dalam proses mediasi dan musyawarah. Meski efektif dalam beberapa
kasus, pelaksanaan Perbub ini masih menghadapi kendala, seperti
kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan tersebut dan
keterbatasan kapasitas aparatur desa.

Kata Kunci : Pemerintah, Warisan, Pemerintah, Warisan, Peraturan
Bupati Nomor 58 Tahun 2022

Xiv



ABSTRACT

Thesis Title :The Role of the Government in Inheritance
Distribution in Bener Meriah Regency (A Review of
Regent Regulation Number 58 of 2022)

Name/NIM : Paramita/22201004.9

Supervisor | : Dr. Khairani, M.Ag

Supervisor Il {: Dr. lur, Chairul Fahmi, M.A

Keywords : Government, Inheritance, Regent Regulation Number
58 of 2022

Inheritance distribution is a critical issue in society that often leads to
conflicts if not handled fairly and promptly. In Bener Meriah Regency,
delays in inheritance distribution frequently occur, resulting in family
disputes and even severed familial ties. The research addresses three
main questions: ‘how inheritance distribution is’ practiced by the
community, what" efforts the gevernment’ has made to resolve
inheritance-related disputes, and how effective the Regent Regulation
(Perbub) has beenin practice. This study adepts a juridical-empirical
approach with a qualitative descriptive-method. Data were. collected
through interviews with village offieials such as Reje, Imam Kampung,
and Tuha Peut, as well as community leaders. The findings reveal that
the people of Bener Meriah combine Islamic law and customary law in
inheritance distribution. However, delays are common due to family
factors, assets that are difficult,to divide, and unresolved obligations of
the deceased, such as debts. The government, through Regent Regulation
Number 58 of 2022, strives to resolve inheritance disputes non-
litigiously by involving village officials in mediation and deliberation
processes. Although effective in some cases, the implementation of the
regulation still faces challenges, such as a lack of community awareness
and limited capacity of village officials.

Keywords: Government, Inheritance, Regent Regulation Number 58 of
2022
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan terkait harta benda pasca meninggalnya
seseorang tak jarang berujung menjadi permasalahan yang
kompleks bahkan sampai menyebabkan-perselisihan antar ahli
waris_yang ditinggalkan.. Tulisan tesis ini akan membahas
tentang peran aparatur desa terhadap penundaan pembagian
harta warisan berdasarkan peraturan Bupati Bener Merian
Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pelaksanan Pembagian Harta
Warian di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya dianalisa
sistem yang digunakan oleh masyarakat Bener Meriah saat
menggunakan pembagianharta warisan. Mengingat penundaan
ini sudah menjadi hal yang tidak- tabu‘lagi dilakukan oleh
banyak masyarakat di berbagai daerah. Dalam literatur fikih
Islam ilmu yang mempelajari tentang hukum harta warisan

disebut ilmu al-mirath atau:ilmu faraid.2

Pada hakikatnya hukum'waris mengatur tentang peralihan
hak dan kepemilikan harta benda orang yang meninggal,
menentukan siapa ahli waris yang sah dan bagiannya masing-

masing. Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan

2 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam (Rajagrafindo
Persada, 2013).



yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup
kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan
mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.®
Warisan merupakan salah satu hal yang penting dalam Islam
untuk segera diatur pembagiannya menurut Hukum yang sudah
ditentukan Alah,* Tujuan mempelajari ilmu waris adalah
untuk__menjamin kesejahteraan setiap ahli waris yang
ditinggalkan dan untuk mencegah perolehan harta yang salah
oleh pihak yang tidak berhak atasnya. Sebagaimana firman
Allah Swt. Dalam Surah Al-bagarah ayat 188:

@, o ~ JQ{/ /o a}’,"/a}/,°/‘ ))%1 i
S ) G 15305 buly 2sGis aKisal LIS Y

AN AL BN & X7 P TR
\)}AL&J \,.:;.J‘Ja C‘}’\/; g;u\.:.j‘ J‘jﬁ\ B LA.&/J.B \}L{L:J

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan
yang bathil,.dan (janganlah) kamu membawa
(urusan). harta itu kepada hakim, supaya kamu
dapat memakan sebahagian daripada harta benda
orang:lainitu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal
kamu mengetahui.

Pada dasarnya pembagian harta warisan sepatutnya
disegerakan jika hal-hal yang menyangkut kewajiban ahli

waris terhadap mayyit telah dipenuhi. Hal ini ditinjau dari segi

kemaslahatan ahli waris yang ditinggal dan banyaknya

3 Suparman, Intisari Hukum Waris Indosesia (Bandar Maju, 1995).
4 Wahyu Kencoro, Waris Permasalahan Dan Solusinya (2015).



dampak negatif dari penundaan pembagian harta warisan
bahkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Islam
menganjurkan untuk menyegerakan pembagian harta warisan
tak lain dan tak bukan adalah karena terdapat kemaslahatan di
dalamnya, dan sebaliknya. terdapat kemudharatan pada
penundaan_pembagian harta warisan.*Penundaan pembagian
harta_warisan sangat berpotensi menimbulkan berbagai
kezaliman dan kemudharatan kepada para ahli waris di
kemudian hari. Sedangkan kemudharatan itu merupakan
sesuatu yang harus dihilangkan apabila sedang terjadi dan
dihindari apabila belum terjadi.

Dalam konteks penjelasan tentang harta, Syariat Islam
juga membahas, konseprharta secara lebih luas, termasuk
dalam konteks peninggalan harta'saat pemiliknya meninggal
dunia, yang dikenal dengan istilah hukum waris dalam Islam.
Hukum waris.. adalah. sistem _hukum yang mengatur
pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah)
dari pewaris, serta menetapkan siapa yang memiliki hak untuk
menerima bagian warisan dan berapa bagian yang mereka
terima masing-masing. Artinya, semua jenis harta dan
kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris, seperti tanah,
uang, dan lain-lain, dianggap sebagai harta waris. Ini berarti
bahwa harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris
setelah semua hutangnya dilunasi dan setelah urusan

pemakaman atau wasiatnya diurus.



Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah
warisan. Dalam konteks ini, tindakan untuk memberikan atau
membagikan warisan segera setelah hak-hak terpenuhi
dianggap sebagai suatu’kewajiban yang harus dilaksanakan
tanpa menunggu waktu lama. Ketika Islam menetapkan suatu
ketetapan atau hukum, tujuannya adalah untuk mencapai
kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Meskipun dalam
Al-Qur'an dan Hadis tidak disebutkan secara spesifik tentang
batas waktu untuk pembagian harta warisan, namun
pentingnya kecepatan dalam proses pembagian ini dapat
dipahami secara tersirat dari petunjuk Al-Qur'an dalam Surat
Al-Nisa' ayat 11-12.

Ayat tersebut menegaskan bahwa‘hak ahli waris akan
diperoleh setelah pelunasan hutang dan pemenuhan wasiat.
Oleh karena itu, jika hutang dan wasiat belum dilunasi, harta
warisan tidak bisa dibagikan.> Prinsip ini sesuai dengan salah
satu asas dalam ilmu warisan, yang dikenal dengan asas ijbari,
yang mengatur proses peralihan harta warisan dari almarhum
kepada ahli warisnya dalam ilmu faraid disebut asas ijbari.®

Asas ijbari adalah mengatur peralihan harta seseorang
yang meninggal dunia kepada ahli warisnya secara otomatis,

di mana kepemilikannya langsung beralih kepada ahli waris

> Muhammad Ali al Sabuni, Zyzfwah Al-Tafsir (Dar al-hadidth).
& Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Isam (Prenada Media, 2004).



sesuai dengan ketentuan yang Allah atur dalam ayat-ayat Al-
Qur’an yang berkaitan dengan hak dan bagian ahli waris.
Berdasarkan asas ijbari ini, proses peralihan harta warisan dari
almarhum kepada ahli waris seharusnya dilaksanakan dengan
segera setelah hak-hak<almarhum dipenuhi. Peralihan harta
warisan dari“yang telah meninggalkepada ahli warisnya
adalah_hak-hak yang terkait dengan harta warisan, dan
pelaksanaannya merupakan tahap terakhir setelah hak-hak
almarhum dipenuhi. Proses ini berlaku dengan sendirinya
sesuai dengan ketetapan Allah, tanpa perlu bergantung pada
kehendak manusia, baik itu dari pihak pewaris maupun ahli
waris.”

Jika dilihat dari_asas.ijbari ini,/maka proses peralihan
harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia kepada
ahli waris seharusnya segera dilaksanakan setelah hak-hak
seseorang yang meninggal dunia tersebut dipenuhi. peralihan
harta mayyit kepada:ahli .waris merupakan hak-hak yang
berkaitan dengan harta warisan dan yang paling terakhir
pelaksanaanya setelah hak-hak mayyit dilaksanakan.®

Namun fakta empiris yang sering terjadi di tengah-
tengah masyarakat pembagian harta warisan tidak segera
dilaksanakan bahkan ditunda sampai bertahun-tahun hingga

waktu yang tidak ditentukan. Penundaan tersebut juga terjadi

7 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Isam, ( Jakarta : Prenada Media,
2004). HIm 18
8 Mustafa al-Khin dkk, Figh Al-Munhaji (Dar al_Qalam, 2013).



di masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan hasil
wawancara penulis dengan salaah satu Reje Kampung
(Keucik Gampong) di Bener Meriah tepatnya di Desa Umah
Besi Kecamatan Gajah Putih, bahwa penundaan pembagian
harta warisan tersebut terjadi karena beberapa faktor, di
antaranya karena masih hidupnya salah-satu orang tua, nafkah
ahli waris, harta warisan -masih berupa benda-benda yang
susah dibagi seperti rumah, tanah, aset usaha dan lain
sebagainya, juga = hutang  pewaris yang . belum
dilunasi.Sehingga menyebabkan perselisihan dan putusnya
hubungan silaturahmi antar keluarga Karena sebagian merasa
dizhalimi oleh saudara atau keluarga nya sendiri. Selain itu,
pembagian harta warisanyjuga akan mempersulit pembagian
harta tersebut pada masa yang akan_.datang, apalagi jika
penundaan itu sampal bertahun<tahun, bahkan.. mungkin
sampai terjadi salah satu ahli waris meninggal.®

Faktor diatas<merupakan. suatu masalah yang sering
timbul dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bener
Meriah. Ketika ada -masalah sudah pasti- membutuhkan solusi
atau pemecahan masalah ‘secepat mungkin untuk menjaga
kenyamanan dan ketentraman desa itu sendiri. Permasalahan
yang timbul menyangkut kepentingan masyarakat desa yang

merupakan tanggung jawab dari kepala desa. Adapun kasus

9 Wawancara Reje Kampug Desa Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih,
Kabupaten Bener Meriah 19 Juni 2024.



pembagian warisan yang telah diselesaiakan melalui perantara
kepala desa, di mana ada yang diselesaikan melalui
musyawarah dan ada yang direkomendasikan melalui
pengadilan. Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak
selamanya harus berujung dispengadilan, jika masalah tersebut
bisa diselesaiakan ditingkat desa kenapa harus naik ketingkat
pengadilan yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat
banyak. Apalagi kalau sengketa tersebut masih bersifat
kekeluargaan maka proses  penyelesaiannya sebaiknya
dilkakukan di desa melalui perantaranya seorang kepala desa.

Apabila didalam musyawarah belum ada kata sepakat
dalam membagi harta waris tersebut dan terjadi perselisihan
pendapat di‘antara ahli-waris maka diharapkan kepala desa
menggunakan kedudukannya dalam.< proses pembagian
warisan tersebut. Peran kepala desa dalam proses pembagian
warisan yang ada di desa merupakan suatu tuntutan yang harus
dilaksanakan guna smenciptakan kehidupan masyarakat desa
yang aman, tentram dan bebas dari segala permasalahan yang
ada dalam masyarakat desa tersebut. hal ini tertera dalam Pasal
2 Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 58
Tahun 2022 tentang Pelaksaan Pembagian Harta Warisan di
Kabupaten Bener Meriah. Dimana maksud dari pasal tersebut
adalah diberkan kewenangan kepada aparatur kampung dan
segenap perangkatnya dalam pembagian harta warisan

masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.



Melihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
ada desa di Kabupaten Bener Meriah menggunakan konsep
pembagian harta warisan menggunakan hukum adat,
sebagaimana yang Kkita ketahui terkait hukum penundaan
terhadap warisan di indonesia ada tiga system hukum waris
yang berlakuyaitu,sistem hukum waris. Islam, sistem hukum
waris_Adat dan sistem hukum waris Perdata. Ketiga system
hukum tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar
seperti antara hukum waris Islam dan hukum waris adat,
berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan,
harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga
penggantian ahli waris dan system hibah. Hukum waris Islam
diatur didalam Al-quran;shadist dan ijtihad, berbeda dengan
hukum waris adat menurut Betrand TerHaar hukum waris adat
adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan
immaterial secara turunan temurun.

Sebagaimana yang kita. ketahui penyelesaian sengketa
melalui proses, persidangan dan putusan hakim melalui proses
pembuktian di persidangan masih-menjadi pilihan banyak
kalangan di indonesia. Dengan Kata lain, produk hukum
berupa putusan hakim adalah sesuatu yang banyak dari
kalangan masyarakat kita dianggap sebagia pilihan yang
meyakinkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa
yang terjadi diantara para pihak di masyarakat.Selain jalur

litigasi, dalam ranah penyelesaian sengketa juga dikenal jalur



non litigasi antara lain negosisai, mediasi, konsilisasi, dan
arbitrase.Tetapi sampai saat ini kebanyakan masyarakat
umum, khususnya yang sedang bersengketa masih belum
menganggap penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai
sebuah pilihan yang menarik.°

Penyelesaian nonlitigasi belum~begitu dikenal secara
mendalam. Kalaupun ada yang mengenal hal tersebut tidak
terlalu mendalam dan belum mampu mengubah pandangan
bahwa jalur litigasi adalah jalur yang lebih dipilih karena
secara institusional jalur litigasi adalah lembaga yang
disediakan oleh negara. Keberadaan negara di belakang
institusi litigasi adalah faktor yang sangat penting bagi
masyarakat * berkaitan..dengan pandangan yang banyak
dipercaya oleh masyarakat kita, yaitu segala yang
berhubungan ~ dengan  negara  lebih  kuat dan
terjamin.Penyelesaian sebuah sengketa melalui jalur non
litigasi membuat keuntungan bagi yang bersengketa salah satu
keuntungannya adala karena hemat biaya yang murah dan
tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Seperti pada peraturan bupati Bener Meriah selanjutnya
disebut Perbup Nomor 58 Tahun 2022 Menimbang,
Mengingat, Menetapkan, Tentang Pelaksanaan Pembagian

Harta Warisan Di Kabupaten Bener Meriah. Harta warisan

10 Joni Emerson, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,
Raja Grafindo (Raja Grafindo, 2012).
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adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama
setelah ditunaikan wasiatnya dan dilunasi utang-piutangnya
serta harta yang digunakan untuk keperluan pewaris selama
sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz)
dan pemberian untuk kerabat.

Yang..mana maksud dari perbub ini adalah untuk
memberi | pemahaman sebagai pedoman bagi aparatur
pemerintah kampung dan segenap perangkatnya dalam
pembagian harta warisan warga masyarakat di Kabupaten
Bener Meriah.dan tuhuan perbub ini adalah untuk menjamin
hak-hak atas harta pusaka warga masyarakat agar dapat
diselesaikan secara tepat dan benar sesuai tuntunan hukum
islam baik waktu maupun jumlahnya yang di syariahkan
dalam figh mawaris.

Namun banyaknya desa di‘Bener Meriah yang lalai akan
pembagian harta warisan atau dalam istilah lain penundaan
dalam pembagian < warisan,. ;hal ini akan menyebabkan
perselisinan dan putusnya hubungan silaturahmi antar
keluarga Karena sebagian merasa dizhalimi oleh saudara atau
keluarga nya sendiri. Selain itu, pembagian harta warisan juga
akan mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang
akan datang, apalagi jika penundaan itu sampai bertahun-
tahun, bahkan mungkin sampai terjadi salah satu ahli aris

meninggal.
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Padahal sudah jelas dalam Peraturan Bupati Bener
Meriah Nomor 58 Tahub 2022 Pasal 13 ayat satu menyatakan
“Pembagian harta waris dapat dibagi kepada ahli waris
semenjak pewaris meninggal dunia sampai hari ke-100
pewaris meninggal dunia”.Jadi Perbub Bener Meriah Nomor
58 Tahun 2022 ini mengutamakan menyelesaikan secara non
litigasi_yang mana aturan-ini pada Pasal 13 Ayat 2 dan 3
menyatakan “Dalam hal ahli waris belum melakukan
pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka Reje, Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan
Mukim dapat mempertanyakan dan  menyelesaikan
pembagian harta warisan pewaris kepada ahli waris.” dan
Reje, Imem  Kampung,«Petue Kampung; Sarak Opat dan
Mukim dalam. menyelesaikan /pembagian harta warisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelesaikan
pembagian harta waris ~warga masyarakat berdasarkan
musyawarah dan/atau-menurut kompilasi hukum islam.!

Ketika jalur non litigasi tidak dapat ditempuh maka
Perbub Bener Meriah-Nomor 58 Tahun 2022 menempuh jalur
litigasi, seperti yang tercantum pada Pasal 14 ,Ayat 2 dan 3
yang berbunyi “(2) Apabila pada tingkat kampung yang
dimediasi oleh Reje,Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak
Opat dan Mukim tidak mendapat kesepakatan maka

permasalahan tersebut dapat melibatkan petugas Mahkamah

1perpbubBener Meriah Nomor 58 Tahun 2022
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Syariah.Dan (3) Pelaksanaan pembagian harta warisan oleh
ahli waris bila tidak mendapat kesepakatan maka para ahli
waris dapat mengajukan hak-haknya melalui Mahkamah
Syariah.

Berdasarkan keputusan.Perbub Bener Meriah nomor 58
tahun 2022.tentang pelaksanaan pembagian harta warisan di
Kabupaten Bener Meriah, maka disini Saya ingin meneliti
judul tentang “Peran Pemerintah Dalam Pembagian Harta
Warisan Di Kabupaten Bener Meriah Tinjaun Terhadap
Perbub Bener Meriah No 58 Tahun 2022”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarewbelakang /tersebut dirumuskan

beberapa batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem yang digunakan masyarakat Bener
Meriah dalam Pembagian Warisan?

2. Bagaimana Upaya Pemerintah  Terhadap
Penyelesaian Perkara Penundaan Pembagian Harta
Warisan?

3. Bagaimana efektifitas penyelesaian terhadap perkara
penundaan pembagian harta warisan berdasarkan
Perbub Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022 bagi

Masyarakat ?
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1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang
menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengethaui sistem yang digunakan
masyarakat Bener Meriah, dalam Pembagian
Warisan.

2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah terhadap
penyelesaian perkara penundaan pembagian harta
warisan?

3. Untuk " mengetahui  efektifitas penyelesaian
terhadap perkara penundaan pembagian harta
warisan berdasarkan Perbub Bener Meriah Nomor
58 Tahun 2022.

1.4. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian,ini. diharapkan dapat memberikan
manfaat secara teoritis dan prakiis:
a. Manfaat secara teoritis
Semoga teori yang digunakan dalam penelitian ini
sesuai dan diterima dan dapat memberikan manfaat dalam
bentuk sumbang saran untuk penelitian lanjutan, baik
sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan

untuk penelitian yang lebih luas mengenai peran
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pemerintah dalam pembagian sengketa waris di Kabupaten
Bener Meriah.
b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan
tambahan pemahaman'.dan sumbangan pikiran bagi
pemerintah, masyarakat dan. pihak-pihak  yang
berhubungan dengan_masalah warisan pada masyarakat
Kabupaten Bener Meriah sehingga dengan adanya
penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi dasar
pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang
terjadi dan dalam melakukan pembangunan hukum ke arah
yanglebih baik lagi.

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penundaan pelaksanaan -pembagian
harta warisan ini telah banyak dilakukan oleh peneliti lain
sebelumnya, baik -dalam: bentuk tesis, skripsi dan artikel
dengan beragam konteks dan pendekatan. Dalam tesis ini,
ditemukan beberapa kajian pustaka yang menjadi sangat urgen
disebutkan untuk  menunjukkan  keterkaitan, hubungan,
persamaan, perbedaan serta lanjutan yang dapat dilakukan
antara penelitian sebelumnya dengan yang penulis lakukan.
Esensinya untuk menunjukkan bahwa, penelitian yang hendak
penulis lakukan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu,

sehingga keaslian penelitian ini semakin jelas dan objektif.
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Bahkan dapat melanjutkan dari hasil kajian yang telah pernah
dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kajian pustaka pada
penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum
mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian
sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
Penulis menelusuri beberapa karya ilmiah yang berkaitan
dengan_peran pemerintah dalam pembagian warisan. Oleh
karena itu, dalam subbab ini akan diuraikan semua data
penelitian terdahulu yang telah ditemukan, yaitu:

1. Pertama, artikel yang ditulis oleh Lia Dahliani, Faisar
Ananda, Ansari Yamamah, “Penundaan Pelaksanaan
pembagian harta warisan Pada Masyarakat Muslim Di
Kota Langsa ", padajurnal Tahkim \Vol. XIV No.1 pada
Juni»2018.16 Dalam penelitian ini terdapat beberapa
cara yang dilakukan . masyarakat muslim dalam
menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pembagian
harta warisan :di,-Kota .Langsa, yaitu dengan cara
musyawarah atau kekeluargaan baik melibatkan
keluarga saja maupun melibatkan perangkat Gampong,
dan cara terakhir yaitu melalui Mahkamah Syar’iyyah
Langsa. Banyak masyarakat kota Langsa yang

menunda-nunda membagikan harta warisan.*2

12 ia Dahliani dkk, Penundaan Pembagian warisan Pada Masyarakat
Muslim di Kota Langsa, Jurnal Tahkim, Vol. XIV No. 1, 2018.
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2. Kedua, tesis dengan judul “Analisis Maslahah Atas
Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris
Masyarakat Muslim di Kediri” ditulis oleh Maulana
Ardiansyah, tahun 2021, Pasca Sarjana Universitas
Islam Negeri.17® Penelitian ini membahas tentang
alasan~dan dampak yang terjadi pasca penundaan
tersebut kemudian. menganalisisnya dengan teori
maslahat. hasil penelitian tesis ini bahwa semua kasus
dari penundaan dalam pelaksanaan pembagian harta
warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di
kecamatan Kediri berdampak negatif bagi keluarga
atau semua ahli waris bahkan juga dengan masyarakat
sekitar karena peaundaan yang dilakukan bukan dalam
jangka watu satu, dua, atau-tiga bulan bahkan sampai
bertahun-tahun.

Oleh karena itu dari segi maslahat penundaan
dalam pelaksanaan-pembagian harta warisan tidak bisa
dibenarkan dengan alasan apapun, terlebih lagi sampai
ada salah satu ahii waris yang merasa terzalimi akibat
dari penundaan tersebut. Karena tidak sesuai dengan
tujuan dari hukum waris itu sendiri yang dimana setiap
hukum dalam Islam itu harus menjaga lima unsur dasar
yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan

disusun ini adalah terletak pada objek penelitian.



17

Penelitian ini akan membahas tentang pandangan
maslahah terhadap penundaan pelaksanaan
pelaksanaan pembagian harta warisan oleh beberapa
faktor yang kompleks dan objek penelitian akan
dilaksanakan _di ‘Kecamatan Kutablang yang
selanjutnya akan dianalisa dengan teori maslahah.'®

3. Ketiga, artikel yang ditulis Felicia, Jeane, Anisa,
Dito, "Analisis Hukum Adat Dalalam Hal Pembagian
warisan” pada jurnal ilmiah wahana pendidikan ,
September 2023, 9 (18), 290-298. dalam penelitian ini
terdapat beberapa cara masyarakat melakukan
pembagian harta warisan. Pada pelaksanaanya,
penyelesaian hukum wars dis masyarakat memiliki
bentuk pembagian harta warisan yang berbeda-beda.
Ada yang memberikan haknya setelah. perwaris
meninggal tetapi ada juga pewaris yang sebelum
emninggal .sudah imemberikan haknya terlebih dahulu.
Masih banyak masyarakat Indonesia yang sering
mempertanyakan mengenai hukum pembagian harta
warisan, apakah sebaiknya dilakukan pembagian harta

warisan sebelum atau sesudah pewaris meninggal

13 Maulana Ardianysah, ‘Analisis Maslahah Atas Penundaan
Pembagian Harta Warisan Di Masyrakat Muslim Kediri’ (Universitas Islam
Negeri Mataram, 2021).
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dunia. dalam penulisan ini lebih mengkaji lengkap
tentang hukum adat Indonesia. 4
Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-
sama membahas tentang permasalahan warisan. Rumusan
masalah yang dibahas pada ke-tiga karya ilmiah diatas
berbeda~"dan tidak memiliki». kesamaan dengan
permasalahan yang di bahas di dalam penelitian ini karena
dalam penelitian ini fokus terhadap penudaan pembagian
warisan di Kabupate Bener Meriah. Dalam pembahasan
ini akan dijelaskan tentang permasalahan utama yang
terdapat dalam penelitian ini adalah setelh adanya ikatan
pernikahan akan menimbulkan kewarisan dan bagaimana
sebenarnya konsep_ yag.digunakan dalam pembagian harta
warisan.oleh masyarakat di Kabupaten Bener Meriah dan
bagaimana penyelesaiannya oleh aparatur Desa seterusnya
bagaimana efektivitas penyelesaian perkara penundan
pembagian harta warisan yang dilakukan oleh aparatur
Desa berdasarakan Perbub Bener Meriah Nomor 58 tahun
2022.

1.6. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah dasar-dasar opersional dalam

penelitian. dengan demikian, ia berfungsi menuntun peneliti

14 Felicia dkk, ‘Analisi Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta
Warisan’, Jurnal IImiah Wahana Pendidikan, Vol 9.No.18 (2023).
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memecahkan masalah penelitiannya. Adapun kerangka teori
yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan
masalah dalam penulisan tesis yang berjudul peran pemerintah
dalam pembagian warisan di Kabupaten Bener Meriah
(tinjauan terhadap Perbub Bener Meriah Nomor 58 Tahun
2022) adalah-teori keadilan dan Pluralisme hukum.
a. Teori Keadilan

Teori Keadilan Istilah keadilan (iustisia) yang berarti tidak
berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak
sewenang-wenang dapat disimpulkan bahwa pengertian
keadilan adalah semu hal yang berkenaan dengan sikap dan
tindakan dengan hubungan antar manusia, keadilan berisi
sebuah tuntutan agar seseerang memperlakukan sesamanya
sesuai dengan hak dan keajibanya, memperlakukan dengan
tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang
diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibanya.®

Pembahasan.yang lebih rinci mengenai konsep keadilan

dikemukakan oleh Aristoteles. ~Aristoteles menekankan
teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di
dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita
yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat
keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi

pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang

Ansori, Abdul Ghofur, Filsafat Hukum Sejarah,aliran, dan
pemaknaan, (Yogyakarta :2006). HIm 89
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dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara
orang-orang yang sama.®

Pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa
keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus
dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak.
Jadi teori -keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip
persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan
ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama
diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama
diperlakukan secara tidak sama. Keadilan merupakan sesuatu
yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati
dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa
semua orang mendambakan, keadilan.’

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam
dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia,
namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan
keadilan105. Di dalam:llmu hukum keadilan itu merupakan ide
dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan
itu tidak dapat didefinisikan-oleh ilmu hukum, oleh karenanya
keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala

sesuatunya pada tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata

6 J.H. Rapar, Filsafat Politik Pato, (jakarta: Rajawali Press, 2019).
Him 82

7 Bahder Johan Nasution, Hukum dan Keadilan, (Bandung, Mandar
Maju, 2015). HIm 174
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adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah.
Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa
saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat
sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak
memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan
dimana setiap” orang baik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara -memperoleh apa yang menjadi
haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.®
Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan
distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah
keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa
yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang
dinilai adil adalah apabilassetiap orang/mendapatkan apa yang
menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif
berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil
dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti
apa yang seharusnya:diberikan oleh negara kepada warganya.
Dengan , demikian _ pembentukan  hukum harus
mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi
martabat manusia.  Keadilan merupakan prisip normatif
fundamental bagi negara.'® Atas dasar hal tersebut, kriteria
prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat

fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha

18 The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, (Yogykarta, 2022). HIm 24
19 Franz Magniz Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia, 2003). HIm
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menerapkan prisip-prinsip keadilan dalam pembentukan
hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa
dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-
negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan
dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya
adalah untuk-menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Selain dari teori keadilan, dalam penelitian ini juga
menggunakan teori pluralism hukum. Teori Pluralisme Hukum
merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang
keanekaragaman hukum yang berlaku dan diterapakan dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan dalam suatu negara. fokus
kajian teori ini adalah pada hukum yang berlaku pada
masyarakat. seperti diketahui bahwa didalam suatu negara,
tidak hanya berlaku hukum yang ditetapkan oleh negara (state
Law), tetapi juga hukum tidak tertulis (unstate law), seperti
hukum adat, hukum islam dan fain-lain. teori ini dikembangkan
oleh Lawrence M. Friedman, Griffiths, Paul Schiff Berman,
Sally Falk Moore dan Ade Suparman.

b. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum secara umum dapat dijelaskan sebagai
kondisi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang
berlaku dalam sebuah negara. Dan plurasilems hukum itu
hidup berdampingan pada dimensi sosial masyarakat. Hal ini
berimplikasi pada pemahaman dan penerapan hukum di

masyarakat yang berbeda-beda. Dalam konteks Indonesia,
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pluralisme hukum tidak dapat diabaikan, karena merupakan
sebuah realitas yang ada dalam kehidupan dan sistem hukum
negara kita. Lahirnya konsepsi pluralisme hukum bukan berarti
ingin membentuk sistem hukum baru. Namun konsepsi itu
merupakan sebuah paradigma berpikir yang menekankan
pentingnya pengakuan terhadap keragaman hukum yang ada
dan masih hidup ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.
Dan sampai saat ini, setidaknya terdapat tiga sistem hukum
yang secara eksistensinya masih diakui oleh negara, ketiga
sistem hukum tersebut adalah Hukum adat, hukum islam dan
hukum positif.2°

Khususnya di Indonesia, proses pluralisme hukum berawal
dari penerapan hukum secara normatif.dan empiris pada masa
penjajahan Belanda dahulu ketika penduduk Indonesia dijajah
oleh Klasifikasi penerapan beberapa sistem hukum yang
diklasifikasikan ke dalam tiga kelas yang masing-masing
tunduk pada sistem hukum,;.Eropa kelas grup Timur Asing, dan
kelas Putra Bumi. Dan itu_masih berlanjut sampai sekarang
dengan arus globalisasi yang berkembang pesat.?!

Pluralisme hukum dalam konteks pembagian warisan di
masyarakat Bener Meriah mencerminkan adanya berbagai

sistem hukum yang hidup berdampingan dan saling

20 Rika Afri Yanti dan Irwansyah, Pluralisme Hukum Di Indonesia,
Volume 2. Nomor 1. November. 2023.

21 Belinda Pudjilinto dan Emy Handayani, Penerapan Pluralisme Hukum
Dalam Masyarakat, Vol. 11, No. 2 Tahun 2022.



24

mempengaruhi. Dalam hal ini, selain hukum nasional
Indonesia yang mengatur tentang pembagian warisan, terdapat
pula hukum adat dan hukum Islam yang dianut oleh sebagian
besar masyarakat setempat. Hukum adat memiliki aturan
tersendiri yang telah diwariskan secara turun-temurun dan
sering kali lebih relevan dengan nilai=nilai serta tradisi lokal.
Sementara itu, hukum Islam yang diakui dan dihormati oleh
masyarakat juga memberikan kerangka hukum yang berbeda
dalam hal pembagian warisan, berdasarkan prinsip-prinsip

Syariat.

Keberagaman sistem hukum ini menciptakan dinamika
tersendiri dalam pelaksanaan pembagian warisan. Pemerintah
memiliki peran  penting dalam mengakomodasi = dan
mengharmonisasikan pluralisme hukum tersebut agar tidak
terjadi  konflik hukum dan kebingungan di masyarakat.
Langkah-langkah . yang dapat. diambil oleh pemerintah
termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mereka
memahami hak dan kewajiban mereka sesual dengan berbagai
sistem hukum “yang ada. Selain itu, pemerintah dapat
memfasilitasi dialog antara para pemangku kepentingan,
seperti tokoh adat, ulama, dan aparat penegak hukum, untuk
menemukan solusi yang tepat dan adil dalam penyelesaian

sengketa warisan.
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Dengan demikian, pluralisme hukum dalam pembagian
warisan di Bener Meriah bukanlah hal yang mudah dihadapi,
tetapi dapat menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan
baik. Kesadaran akan adanya berbagai sistem hukum yang
hidup berdampingan harus. ditumbuhkan agar masyarakat
dapat memahami dan menghormati perbedaan tersebut. Peran
aktif pemerintah dalam memberikan panduan dan dukungan
kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan
bahwa hak-hak waris setiap individu dihormati dan dijaga,
sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku dalam setiap

sistem hukum yang ada.

1.7. Metode Penelitian
Agar menjadi sebuah karya tulisilmiah, maka tidak
terlepas dari penggunaan metode penelitian, karena metode
adalah pedoman agar penelitian terlaksanakan secara
sempurna. Adapun metode:yang penulis gunakan adalah :
a. Pendekatan Peneljtian
Penelitian ini- menggunakan pendekatan Yuridis
Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian
hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi
ketentuan hukum normatif berproses pada setiap peristiwa
hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

b. Jenis Penelitian
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Kajian penelitian ini dilakukan melalui pendekatan
kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.
Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang
atau pelaku yang diamati. Sedangkan yang dimaksud
penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu
metode yang menggambarkan dan memberikan analisa
terhadap kenyataan di' lapangan.Ada beberapa. langkah
analisis dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, reduksi data,
yaitu langkah-langkah analisis data yang telah terkumpul,
disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok
permasalahan, sehingga.nantinya ditemukan intisari data.
Penelitian ini bersifat gabungan,yakni penelitian lapangan
(Field Research). Penelitian ini juga bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan

dan lain-lain.

c. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat
memeberikan informasi mengenai data. dalam penelitian
ini penulis mnggunakan dua jenis sumber data. Adapun

sumber data dalam penelitian ini yaitu :
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1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang lagsung diperoleh
dari sumber data pertama dilokasi penelitia atau objek
penelitian. Data primer merupakan data yang telah
dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan
tentang pelaksaan pembagian~warisan di Kabupaten
Bener Meriah.

2) Sumber Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi
sebagai data tambahan.Rujukannya vyaitu berbagai
literatur yang ada relevansi dengan objek penelitian.
Adapun sumber_sekunder terdiri dari berbagai literasi
bacaan yang memiliki relevansi dengan kesesuaian
kajian peneliti seperti: kitab-kitab figh, buku-buku,
skripsi, tesis, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

d. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian,
penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
1) Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara

lisan / langsung. Wawancara yang akan digunakan
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penulis dalam karya ilmiah ini adalah wawancar formal,
dimana wawancara formal secara terencana yng
berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah
disiapkan sebelumnya. Mengenai Kabupaten Bener
Meriah yang memiliki 10 kecamatan, penulis akan
meneliti 3 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di
Kabupaten Bener Meriah, yaitu Kecamatan Pintu Rime
Gayo, Kecamatan Gajah Putih dan Kecamatan Timang
Gajah dengan alasan ketiga Kecamatan tersebut layak
untuk diteliti karena memenuhi syarat Kriteria
permasalahan yang dibutuhkan. kemudian penulis juga
akan melakukan wawancara dengan pemerintah yang
berperan “terhadapsperaturan bupati Bener Meriah
Nomor 58 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pembagian
harta warisan.
Adapun responden yang akan diwawancarai yaitu :
a) kechik / Reje 3 .orang vaitu : Desa Umah Besi,
Timang Gajah, Singah Mulo
b) Tuha Peut / Petue 3 orang yaitu : masing-masing
Tuha Peut/ Petue dari Desa Umah Besi, Desa Blang
Rongka dan Singah Mulo
c) Masyarakat masing-masing dari Desa Umah Besi,

Desa Blang Rongka dan Singah Mulo
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2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan
sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau
obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi
tersebut diantaranya<yaitu observasi terstruktur, observasi
tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi
nonpartisipan. Dalam_penelitian ini, sesuai dengan objek
penelitian maka peneliti  memilih  observasi tidak
terstruktur, vaitu observasi yang dipersiapkan secara
sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat
melakukan pengamatan bebas. Observasi ini dilakukan
dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek
penelitian.
3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan
untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik
atau masalah yang; menjadi.obyek penelitian. Informasi
tersebut dapat diperoleh dari _buku-buku, karya ilmiah,
skripsi, tesis, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber
lain.
4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses
sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian,
penyelidikan. Adapun dokumen yang digunakan peneliti di

sini berupa foto, gambar, serta data-data yang mengenai
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apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang

menyangkut kajian dalam Tesis ini.

5) Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang
terjadi pada objek penelitian “dengan data  yang
disampaikan oleh peneliti. Jadi, validitasi data mempunyai
kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data
penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila
tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa
yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam
hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung
dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait
peran pemerintah  dalam pembagian warisan tinjauan
terhadap Berbub Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2022.
6) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk
menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah
yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Dalam
menganalisis data, penulis menggunakan analisis diskriptif
(teknik analisis data yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data-data yang sesuai dengan fakta
sebenarnya). Selanjutnya penulis menjabarkan data yang
diperoleh dari hasil penelitan dengan pendekatan kualitatif

terhadap data primer dan data skunder, menggnakan fakta-
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fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk memberikan
gambaran mengenai masalah yang ada. yang didapatkan di
Kabupaten Bener Meriah terkait peran pemerintah terhadap
pembagian warisan tinjauan terhadap Perbub Nomor 58
Tahun 2022 tentangpelaksanaa pembagian warisan.
7) Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan-dalam karya ilmiah ini mengacu
pada buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Tahun 2019/2020. yang
diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh.

1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memperi gambaran secara umum
serta mempermudah pembahasan dari tesis yang akan disusun,
maka penulis menyusun sistematika pembahasan, hal ini
dilakukan bertujuan-agar; penyusunan penulisan pada tesis ini
dapat tersusun dengan baik. pada masing-masing bab diuraikan
masalahnya tersendiri; namun masih dalam konteks yang
saling berkitan antara yang satu dengan yang lain. secara
sistematis penulisan ini merupakan materi dari pembahasan
keseluruhan yang di bagi menjadi 4 (empat) bab yang
diantaranya :

Bab | vyakni pendahuluan bab ini mengemukakan

pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah yang
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berisi alasan mengambil tema pada kajian tesis ini, yang
kemudian dirumuskan masalahnya, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab Il yakni kajian teori,»bab ini mengemukakan beberapa
teori mendasar yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu
konsep yang berkaitan dengan proses pembagian harta warisan
dalam hukum keharta-warisan, meliputi definisi dan dasar
hukum harta warisan asas hukum waris Islam, syarat dan rukun
waris, sebab-sebab menerima waris, faktor penghalang waris
menurut hukum Islam, hak dan kewajiban ahli waris.

Bab Il pembahasan dan hasil penelitian, menguraikan dan
menganalisis.. peroblematika terhadap penundaan dalam
pelaksanaan. pembagian haria warisan .di Kabupaten Bener
Meriah yang meliputi tiga subbab, vyaitu:-. pertama,
pendeskripsian kondisifenomena terkait  pelaksanaan
pembagian harta warisan . di_Kabupaten Bener Meriah oleh
aparatur desa. Kedua, menganalisa fenemena sistem yang
digunakan masyarakat Bener Meriah dalam pembagian harta
warisan, menganalisa efekivitas pembagian harta warisan oleh
aparatur desa di Kabupaten Bener Meriah. Diharapkan bab ini
akan memberikan gambaran proses temuan dari masalah yang
diajukan dengan teori yang dianggap mampu menjawab

permasalah tersebut.
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Bab IV yakni kesimpulan dan saran, berupa bab penutup
yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari
pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan. yang
mana saran pada bab keempat ini didalamnya terdapat anjuran

baca, serta menjadi referensi bagi

akademik dan juga para

AR-RANIRY




